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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Problematika utama yang sering dihadapi oleh setiap pengusaha yang 

bergerak dalam bidang usaha apapun tidak lepas dari kebutuhan suatu dana 

(modal) untuk membiayai usahanya.1 Dana memang dibutuhkan baik pengusaha 

yang baru berdiri maupun yang sudah lama berjalan bertahun-tahun. Ketika 

banyak masyarakat yang memerlukan dana, maka muncullah perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam 

memenuhi akan kebutuhan dana (modal) masyarakat secara khusus.  

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan atau yang sering kita sebut lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga 

keuangan adalah menghimpun uang yang sementara belum digunakan oleh 

pemiliknya kemudian membiayai permodalan suatu bidang usaha.2   

Kehadiran bank berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu 

baru pada awal tahun 1990-an yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, 

yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia.3 Kemudian diikuti oleh 

pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena dirasakan 

kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan 

bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut baitul 

                                                           
1 Sholahuddin Muhammad, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Penerbi Ombak, 2014), hal. 1 
2 Ibid., hal. 2 
3 Ibid., hal. 165 



2 

 

mal wat tamwil (BMT).4 Artinya BMT adalah kebutuhan untuk mengisi 

kekosongan lembaga keuangan kecil. Dalam hal ini BMT berperan untuk 

menghimpun dana-dana yang disalurkan pada usaha, yang bersifat komersial 

sehingga dana tersebut menjadi produktif dan bernilai tambah.5  

Dalam hal pelayanan, BMT memberikan pelayanan yang komprehensif 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akad Murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli.6 Melalui akad murabahah, nasabah dapat 

memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang 

dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.  

Akan tetapi, dalam masa pembiayaan tidak semua luput dari hambatan. 

Banyak permasalahan yang ditimbulkan yaitu kredit macet atau pembiayaan 

bermasalah. Kredit macet atau pembiyaan bermasalah adalah kredit yang 

diklarifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh nasabah 

bersangkutan. Tidak terlaksannya kewajiban nasabah ini tentunya mengakibatkan 

permasalahan tunggakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT, terhadap 

adanya tunggakan tersebut pihak BMT sebagai pemberi pembiayaan akan 

melakukan upaya menyelesaikan tunggakan tersebut. Adapun strategi yang dapat 

ditempuh oleh BMT Harapan Umat dan BMT Muamalah untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan rescheduling, reconditioning 

dan restructurisasi. 

                                                           
4 Ibid., hal. 144 
5 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 

2004), hal.72-73 
6 Adiwarman Karim, Bank Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 113. 
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Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah 

atau jangka waktu serta perubahan jumlah angsuran. Reconditioning adalah upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh 

persyaratan pembiayaan, dengan memberikan potongan pada bagi hasil selama 

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. 

Restructurisasi adalah upaya penyehatan pembiayaan bermasalah atau yang 

berpotensi bermasalah melalui perubahan struktur pembiayaan sehingga nasabah 

dapat melaksanakan kewajibannya. 

Pembiayaan bermasalah tentu mempengaruhi perkembangan koperasi 

syariah. Berdasarkan data yang diperoleh berikut adalah perkembangan koperasi 

syariah dikabupaten tulungagung tahun 2016 – 2018 : 

 

Table 1.1 

Jumlah Koperasi Syariah di Tulungagung pada Tahun 2016-2018 

 

Tahun Jumlah Kopsyah 

2016 60 

2017 159 

2018 86 

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten 

Tulungagung 

 

Berdasarkan pada tabel 1.1 perkembangan Kopsyah mengalami kenaikan 

dari tahun 2016 hingga tahun 2017 yakni pada tahun 2016 Kopsyah di 

Tulungagung berjumlah 60 unit sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

dengan total jumlah 159 unit, hal itu tidak bertahan lama hingga pada tahun 2018 

jumlah Kopsyah di Tulungagung mengalami penurunan menjadi 86 unit.  
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Penyebab koperasi syariah yang mengalami gulung tikar yakni karena 

persoalan eksternal dan internal, diantaranya permasalahan dalam pengelolaan 

manajemen, sumber daya manusia yang tidak prefesional, produk-produk kurang 

inovatif, belum memasksimalkan digital, serta adanya pembiayaan bermasalah 

yang tidak dapat diselesaikan. Meskipun begitu, banyak koperasi syariah yang 

masih dapat bertahan walau terdapat kendala baik eksternal maupun internal. 

Koperasi Syariah yang masih mampu bertahan dari kendala eksternal 

maupun internal diantaranya yakni BMT Harapan Umat Tulungagung dan BMT 

Muamalah Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan 

pada tahun 2016-2020 dalam praktik murabahah, berikut ini: 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah pada  

BMT Harapan Umat dan BMT Muamalah 2016-2020 

 

Tahun BMT Harapan 

Umat 

BMT Muamalah 

2016 2623 401 

2017 2733 453 

2018 2900 399 

2019 3068 445 

2020 3117 378 

Sumber: BMT Muamalah dan BMT Harapan Umat 

 

Pada keterangan tabel di atas BMT Harapan Umat terus mengalami 

peningkatan jumlah anggota yang cukup signifikan pada tahun 2016-2017 BMT 

Harapan Umat mengalami peningkatan sebanyak 110 anggota, lalu pada tahun 



5 

 

2018 mengalami peningkatan anggota sebanyak 167 dan pada 2019 memiliki 

peningkatan yang cukup tinggi yakni 168 anggota, namun pada 2020 BMT 

Harapan Umat mengalami penurunana dan mendapatkan anggota sebanyak 49.  

Meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan anggota yang lebih 

kecil dari tahun-tahun sebelumnya total jumlah seluruh anggota pembiayaan 

murabahah pada BMT Harapan Umat yakni sebanyak 3117 anggota. Jumlah 

anggota yang besar tentu memiliki presentase gagal bayar yang cukup besar pula 

yakni sebesar 10 % - 20 %. 7 

Sedangkan pada BMT Muamalah pada 5 tahun terakhir ini (2021) 

mengalami peningkatan dan penurunan jumlah anggota yang bervariasi pada 

tahun 2016 – 2017 BMT Muamalah mengalami peningkatan jumlah anggota 

sebanyak 52 dan mengalami penurunan pembiayaan bermasalah pada yakni dari 

3,21 % menjadi 2,96 %. Selanjutnya pada tahun 2018 BMT Muamalah 

mengalami penurunan anggota sebanyak 54 orang dan mengalami peningkatan 

pembiayaan bermasalah dari 2.96 % menjadi 3,05%.8 

Pada tahun 2019 BMT Muamalah mengalami peningkatan jumlah anggota 

sebanyak 46 selanjunya pada 2020 mengalami penurunan anggota dari 445 

menjadi 378 anggota. Jumlah tersebut diiringi dengan meningkatnya persentase 

pembiayaan bermasalah dari 2,98% menjadi 3,83%. Meningkatnya pembiayaan 

gagal bayar pada tahun 2020 disebabkan karena munculnya virus covid-19 

sehingga menyebabkan banyaknya anggota yang di PHK. 

                                                           
7  Wawancara dengan Baderi (Manager Bmt Harapan Umat) tanggal 10 November 2021 
8 Wawancara dengan Hasan Sultoni (Sekretaris di BMT Muamalah) tanggal 22 

November 2021 
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Dapat diketahui bahwasannya pada BMT Harapan Umat Tulungagung 

total aset yang dimiliki mayoritas disalurkan untuk pembiayaan murabahah. 

Disini semakin banyak dana keluar yang disalurkan itu besar juga memiliki 

dampak risiko yang besar pula ketika anggota atau nasabah mengalami gagal 

bayar atau wanprestasi, ketika pada kondisi keuangan mengalami masalah maka 

akan berdampak langsung dengan kesehatan lembaga yang bisa menyebabkan 

sebuah kebangkrutan.9 

Pembiayaan murabahah yang disalurkan dengan tujuan membantu 

anggota dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun dalam 

penyalurannya kerap terjadi masalah. Keadaan tersebut membuat BMT 

melakukan pengendalian internal yaitu dengan melakukan pengawasan baik 

sebelum pembiayaan maupun sesudahnya terhadap pembiayaan yang ada untuk 

mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Sedangkan pelaksanaan pengawasan 

setelah pembiayaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus 

berada dalam kategori lancar.  

Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan 

tersebut sangatlah bermacam-macam, salah satu yang diterapkan dalam BMT 

Harapan Umat dan Bmt Muamalah yaitu dengan cara Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restructuring sehingga anggota atau nasabah tidak merasa 

tertekan atas tangguhan yang dimilikinya akan tetapi mereka merasa tertolong 

dengan adanya pengawasan, perubahan jadwal pembayaran, perubahan syarat 

pembayaran yang diberikan oleh BMT tersebut.  

                                                           
9 Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Supervisi Manajemen Risiko Bank, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 3 
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Pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dapat 

menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa 

keadaan anggota atau nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan 

anggota atau nasabah yang bermasalah tanpa adanya paksaan. Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restructuring pada pembiyaan yang dilakukan BMT Harapan 

Umat dan BMT Muamalah bertujuan untuk memberikan keringanan bagi anggota 

atau nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali 

kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan 

kemampuannya.  

Pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring di BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah yakni Restrukturisasi pembiayaan 

penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti 

pelaksanaan rescheduling dan reconditioning, serta pelaksanaan rescheduling dan 

restructuring secara bersamaan.10 Dimana dalam pelaksanaannya BMT dapat 

memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal 

pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan 

bersama nasabah.  

Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan BMT Harapan Umat dan BMT 

Muamalah yakni serupa tetapi dalam kebijakan penerapan Resceduling tersebut 

berbeda yaitu jika di BMT Harapan Umat anggota yang mengalami kredit macet 

atau pembiayaan bermasalah akan otomatis ada perpanjangan waktu atau 

recheduling sedangkan di BMT Muamalah ada konfirmasi terlebih dahulu. 

                                                           
10 Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dalam Pembangunan Indonesia), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hal. 205 
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Penambahan jangka waktu yang diberikan pihak BMT yakni agar anggota 

pembiayaan tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut.  

Berbeda dengan pelaksanaan reconditioning, pada BMT Harapan Umat 

pelaksanaan reconditioning melalui beberapa tahapan apabila nasabah sudah tidak 

dapat diselamatkan melalui strategi recheduling maka pihak BMT akan 

melakukan penyuratan, mensurvei lokasi usaha, silaturahim, serta musyawarah 

untuk dilakukannya reconditioning dengan cara pengecilan jumlah angsuran 

ataupun dengan perubahan jadwal angsuran dari permbayaran perbulan menjadi 

pertiga bulan dan seterusnya.  

Sedangkan penerapan reconditioning di BMT Muamalah dimulai dari 

calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan atas turunnya omset yang 

menyebabkan penundaan pembayaan angsuran. Setelah persyaratan dilengkapi 

dapat diajukan kepada lembaga. Setelah persyaratan didokumentasikan maka 

BMT akan mensurvei lokasi usaha yang mengalami penurunan omset tersebut 

yang akan dilakukan oleh anggota marketing dan reviewer. Kemudian hasil survei 

akan dirapat komitekan untuk memberikan keputusan persetujuan dilakukannya 

rescheduling dan reconditioning. Kedua, mengenai kesesuaian pelaksanaan 

penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rescheduling dan 

reconditioning terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47 Tahun 2005. 

Dalam pelaksanaan rescheduling dan reconditioning dalam pembiayaan 

bermasalah di BMT Harapan Umat dan BMT Muamalah telah sesuai karena 

pelaksanaan rescheduling dan reconditioning ini bertujuan untuk menolong atau 

meringankan beban nasabah. 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana upaya BMT Harapan Umat 

Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam memaksimalkan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada anggotanya. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 

Murabahah (Studi Kasus BMT Harapan Umat Tulungagung dan BMT Muamalah 

Tulungagung)’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi rescheduling dalam mengatasi 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah?  

2. Bagaimana pelaksanaan strategi reconditioning dalam mengatasi 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah?  

3. Bagaimana pelaksanaan strategi restructuring dalam mengatasi 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah?  

4. Kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian rescheduling, 

reconditioning, restructuring pada akad murabahah di BMT Harapan 

Umat dan BMT Muamalah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti 

mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisa strategi rescheduling dalam mengatasi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Harapan Umat dan 

BMT Muamalah 

2. Untuk menganalisa strategi reconditioning dalam mengatasi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Harapan Umat dan 

BMT Muamalah 

3. Untuk menganalisa strategi restructuring dalam mengatasi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Harapan Umat dan 

BMT Muamalah 

4. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

rescheduling, reconditioning, restructuring pada akad murabahah di BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoristis 

Dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT 

Harapan Umat dan BMT Muamalah melakukan tiga strataegi yakni 

Rescheduling atau penjadwalan kembali yakni upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran 

kewajiban atau jangka waktunya yang dilakukan kepada debitur yang 
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memiliki iktikad baik untuk menyelesaiakan pembiayaannya seperti 

memberikan waktu tambahan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo dan 

masih memiliki iktikad baik untuk melunasi pembayaran, yang kedua 

Reconditioning yakni upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 

cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti 

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus 

dibayarkan kepada bmt, yang ketiga Restructuring yakni upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan 

pembiayaan seperti meberikan tambahan dana kepada nasabah. 

Dalam prosesnya pelaksanaan rescheduling dan reconditioning 

pada pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Umat dan BMT Muamalah 

dimulai dari nasabah melengkapi persyaratan permohonan atas turunnya 

omset yang menyebabkan penundaan pembayaan angsuran. Setelah 

persyaratan dilengkapi dapat diajukan kepada lembaga. Setelah 

persyaratan didokumentasikan maka bmt akan mensurvei lokasi usaha 

yang mengalami penurunan omset tersebut yang akan dilakukan oleh 

anggota marketing dan reviewer. Kemudian hasil survei akan dirapat 

komitekan untuk memberikan keputusan persetujuan dilakukannya 

rescheduling dan reconditioning. 
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2. Secara Praktis 

a. Untuk Almamater  

Sebagai bahan referensi mahasiswa UIN Sayyid Ali 

Rahmatuallah Tulungagung untuk penelitian di bidang perbankan di 

masa yang akan datang dan sebagai referensi perpustakaan UIN 

Sayyid Ali Rahmatuallah Tulungagung. Selain itu, sebagai salah satu 

media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan 

kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai 

media sosialisasi untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.  

b. Untuk BMT Harapan Umat  dan BMT Muamalah Tulungagung  

Hasil dari penelitian yang diharapkan ini nantinya akan dapat 

memberikan manfaat berupa sumbangsih dan kontribusi bagi pihak 

BMT, dan terkhusus bagi BMT Harapan Umat Tulungagung dan 

BMT Muamalah Tulungagung supaya dalam menangani masalah 

yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus 

dapat menggunakan strategi apa yang tepat sasaran dan sesuai 

dengan kondisi anggota pembiayaannya. Sehingga dari sisi strategi 

yang dipilih tersebut diharapkan kedua pihak BMT dapat 

menentukan upaya apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan 

pembiayaan yang bermasalah. Dan nantinya dapat diharapkan 

selama penelitian ini mampu menjadi bahan acuan atau 

pertimbangan bagi lembaga keuangan lainnya, supaya dalam upaya 

mengambil suatu keputusan yang berkaitan tentang penyelesaian 
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pembiayaan bermasalah selalu berpedoman pada prinsip kehati-

hatian. 

c. Untuk Penelitian Selanjutnya  

Dengan adanya penelitian ini Diharapkan nantinya akan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan acuan dalam 

melakukan penelitian berikutnya. Sehingga hal tersebut nantinya 

akan dapat memudahkan dan memahami serta dapat mengetahui 

lebih lanjut dalam penganalisaan strategi apa yang akan diambil 

dalam penanganan pembiayaan bermasalah terkhusus pada 

pembiayaan Murabahah. Serta untuk penelitian selanjutkan 

diharapkan mampu dalam menemukan strategi dan teori baru. 

d. Untuk Mahasiswa  

Menambah wawasan keilmuan dan tidak hanya memahmi 

secara teori saja, namun juga mengetahui secara langsung praktek 

yang diterapkan lembaga keuangan syariah terutama BMT dalam 

mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad murabahah, 

serta mengetahui cara kerja professional untuk bekal ketika terjun 

langsung ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
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E. Penegasan Istilah  

1. Definisi secara konseptual dalam penelitian ini mencakup: 

a. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan sendiri merupakan fasilitas penyedia jasa permodalan 

suatu usaha dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan kesepakatan 

dan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkan 

tersebut, setelah jangka waktu tertentu dan dengan disertakan imbalan 

atau bagi hasil yang telah disepakati bersama pada awal kontrak.11 

Sedangkan Pembiayaan Bermasalah sendiri adalah resiko yang 

kemungkinan akan terjadi didalam suatu pelaksanaan pembiayaan. 

Menurut pemikiran Adiwarman A. Karim didalam bukunya memaparkan 

bahwa suatu resiko dalam pembiayaan itu merupakan suatu resiko yang 

dikarenakan oleh counterparty dalam hal untuk pemenuhan suatu 

kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syari’ah, resiko dalam 

pembiayaan biasanya berupa resiko yang terkait dengan produk 

pembiayaan dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.12 

Selain itu, Pembiayaan yang bermasalah juga termasuk suatu 

pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan anggota pembiayaan 

dalam membayarkan kewajiban yang telah dibebankan.13 Serta 

                                                           
11 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 73 
12 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), hal. 260 
13 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 

267 
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pembiayaan yang kolekibitasnya dikategorikan dalam level perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan sampai dikatakan macet. 

b. Pembiayaan Murabahah 

Akad jual beli harga jual disepakati kedua belah pihak antara 

penjual dan pembeli. Dimana penjual harus menyebutkan harga pokok 

pembelian kepada pembeli. Kemudian setelah pembeli setuju dengan 

harga yang sudah ditentukan pembeli dan penjual maka, pembayarannya 

bisa diangsur maupun dicicil sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan 

kedua belah pihak atau bisa dibayar sekaligus. 

c. BMT  

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga yang terdiri dari 

dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal sendiri 

system operasionalnya lebih mengarah pada usaha untuk pengumpulan 

serta penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. 

Sedangkan untuk Baitut Tamwil merupakan suatu usaha yang kegiatan 

operasionalnya bergerak dalam bidang penggalangan dana dari masyarakat 

yang berupa dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola dalam 

bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil 

maupun jasa.14 

2. Definisi secara operasional dalam penelitian ini mencakup: 

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah suatu posisi 

dimana nasabah atau debitur (mudhorib) melanggar perjanjian yang sudah 

                                                           
14 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul,… hal. 126 
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di sepakati dengan lembaga keuangan (shahibul maal) dalam akad 

pembiayaan yang mana tidak mampu menyelesaikan tanggungannya 

membayar angguran pokok serta bagi hasilnya sampai batas jatuh tempo 

dengan disengaja atau tidak di sengaja, sehinga berdampak pada 

perputaran dana pada lembaga yang mengakibatkan kerugian yang 

mendalam bila tidak segera ditangani. 

 

F. Sistemika Penulisan Skripsi 

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu : 

BAB I : PEDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum yang terdiri dari latar 

belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan 

sistamatika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau konsep yang 

digunakan untuk alat analisis. Bab ini terdiri dari empat sub 

bab yaitu pembiayaan bermasalah, akad murabahah, baitul 

maal wa tamwil (BMT) dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan cara dalam proses penelitian. Dalam 

bab ini terdapat jenis pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik 
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pengumpulan data, teknik analisis, dan pengecekan 

keabsahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang temuan data yang ditemukan 

dilapangan dengan metode penelitian yang ditetapkan. Bab 

ini terdiri dari tiga sub bab yaitu paparan data profil, 

temuan penelitian, anasis. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan 

paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah 

diuraikan sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab 

yakni strategi pembiayaan bermasalah pada bmt, kendala 

yang dihadapi dalam penyelesaian pembiyaan bermasalah. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 


